GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
TENGAH NOMOR 74 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 74 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Gubernur Sulawesi
Tengah Nomor 74 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2687);



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

S. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 74 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2009 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
TENGAH NOMOR 74 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

(1) Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Satuan Tugas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  merupakan
pedoman atau acuan bagi setiap Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerinta di  Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

(2) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mulai dari
perancanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan
pertanggungjawaban.

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara tertib, terkendali serta efisien dan
efektif.

Pasal 2
(1) Dokumen Petunjuk pelaksanaan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
a. BABI : PENDAHULUAN;
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c. BABIII : INTEGRASI UNSUR SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KEDALAM
PROSES MANAJEMEN;

d. BAB IV : PENGORGANISASIAN; dan

e. BABV : PENUTUP.

(2) Dokumen Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 3
Seluruh biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan
Sistemm Pengendalian Intern Pemerintah dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah.

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Juni 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd
LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Juni 2014
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